


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 

3. Peraturan Pemerintah  Nomor  53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5421); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6477); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang 

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6340); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 
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8 Tahun 2019 tentang TataKerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / 

Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1236); 

8. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 

977/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2020 tentang Kelas Jabatan 

Strukutural, Fungsional dan Pelaksana Di Lingkungan 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.  

 

 

Memperhatikan :  Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Majalengka tanggal 24 Desember 2020. 

 
 
 

MEMUTUSKAN : 
 
 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG ROTASI DAN 

PENEMPATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 

LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MAJALENGKA 

 

KESATU : Menetapkan Rotasi dan Penempatan Pelaksana Pegawai 

Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 

 

KEDUA... 
 
 
 
 
 








